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ABSTRAK
Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal pada umumnya tidaklah
semua berjalan dengan baik. Dikarenakan masih ada terjadinya masalah terutama
mengenai kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan yang tidak
terpenuhi sesuai dengan yang dijanjikan. Masalah ini disebabkan adanya
perbuatan lalai atg 1

mendapatka . .
adalah des [ enulis . gféca terang dan

terperinci pe

Hasi , d enyewa Kapal
Dalam Pen : adals - ‘r ngan maksimal
dikarenakan Yma 3 tana : - aijian yang sudah

Senapati Segara Nusantara Deng 0a Mutiara Indah adalah dikarenakan
kurangnya tanggung jawab dari penyewa kapal dalam melakukan pembayaran
sesuai dengan ketentuan serta adanya keterlambatan kapal, dimana kapal telat
disebabkan adanya banyak factor, seperti: Cuaca eksrem, badai, gelombang tinggi,
Factor teknis permasalahan mesin kapal, Insiden sesama kapal tongkang di sungai
ataupun laut sehingga batu bara yang diangkut terkadang ada mengalami
keterlambatan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Sewa Menyewa Kapal
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ABSTRACT

The implementation of the ship charter agreement in general is not all going
well. Because there are still problems, especially regarding the obligations of
each interested party which are not fulfilled as promised. This problem is caused
by negligent or delibegate actions to not fulfill previqusly agreed upon or an event
that cannot be cqa BVE ine phblems will lead to an

Nusantara
g a charter
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g unloading, but
nd unloading of

be paid 50%
of loading.
sometimes t
coal has bee
loading and
Vessel Lease

carrying out the
&) BT Senapati Segara

ship delays, wheré&ithie gh ) as: extreme weather,
storms, waves high e problems, incidents of
fellow barges on rive : al the®cOal transported sometimes

experiences delays.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

mana dua orang atau

'-'&“‘ .oa m lapangan

fi@atu persetujuan
lainnya sudah
jelas tidak¥tag al i terje ' Der]e @imbul atas dasar
adanya persetujuz k melakukan = s : tertentu  yang

dibutuhka

kewajiban yang menjadi kesepakatan dilaksanakannya perjanjian.

Tindakan yang dilakukan diantara pihak-pihak tersebut adalah suatu
ikatan yang memiliki hubungan timbal balik yang dijadikan pemenuhan suatu
kepentingan sehingga terbentuklah suatu perikatan. Perikatan merupakan
jalinan hubungan diantara setiap pihak dengan pihak lainnya, untuk

menjalankan suatu kepentingan yang didasari atas adanya hak dan kewajiban
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untuk memenuhi suatu prestasi. Sehingga diantara pihak tersebut ada yang

memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dan ada yang memiliki kewajiban

untuk memenuhi prestasi. (Subekti, 2002: 1).

enyatakan pengertian

‘ ‘ ‘\““ .Qa pihak yang

yang telah disepakati secara bersama-sama. Sehingga kepemilikan terhadap
barang masih bersifat mutlak dikuasai oleh pihak pemilik sewa.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, “justru oleh karena hak milik atas
barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatnya
keadaan sewa-menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk

berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian
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dan pemungutan hasil dari barang itu pasti kembali lagi pada pemilik barang”.
Pelaksanaan sewa-menyewa merupakan suatu tindakan yang didasari dengan

adanya suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut termasuk kedalam

perjanjian no' pama. Sesuai dengan

SVt '9,

all mengikat para
pihak ketikass 3 i kesepakata ok dafiharga yang akan

iki unsur-unsur

. Pihak penyewa berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas objek
yang disewakan. (Salim.HS, 2006: 59)

Hukum perjanjian adalah salah satu unsur terpenting yang ada dalam

kehidupan masyarakat dalam melaksanakan suatu tujuan yaitu dalam hal

pembangunan bangsa. Terutama dengan adanya perkembangan teknologi

teruatama dalam segi pengangkutan khususnya dalam hal pencharteran sebuah
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kapal. Dengan adanya ketentuan perjanjian maka memberikan kemudahan

bagi setiap orang mengadakan hubungan atau ikatan khususnya dalam hal sewa

kapal.

PT Senapati Segara Nusantara dengan cara pembayaran 50% pada saat kapal
tiba dan sandar sebelum muat dan 50% pada saat kapal tiba dipelabuhan tujuan
sebelum bongkar, namun terkadang pembayaran ini dilakukan oleh pihak PT
Tiga Mutiara Indah terlambat meskipun bongkar muat batu bara telah
dilakukan tetapi di dalam perjanjian hal ini tidak ada menetapkan sanksi

terhadap keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan denda hanya
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diberikan kepada pihak kapal jika barang yang diangkut mengalami
keterlambatan atau bongkar muat, dimana denda yang ditetapkan yaitu Rp.

25.0000.000. Sehingga atas hal tersebut memperlihatkan ketidakpastian hukum

terhadap pelals “.“ 9eLjanjian yang “ ati dikarenakan hak
bl LSS A bl N
e ,

2. Apakah Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa
Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati

Segara Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah?
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan tersebut, maka penulis menentukan tujuan

2. Demi memperluas e pagi setiap orang akan pentingnya

untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian.

D. Tinjauan Pustaka
Serangkaian ketentuan yang mengatur tindakan atau perbuatan setiap
orang dalam kehidupannya bisa dikatakan sebagai hukum. Dimana hukum

pada umumnya bertujuan untuk memberikan suatu ketertiban dan kebahagian
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dalam lingkungan masyarakat. (Prodjodikoro, 2000: 8) Di dalam kehidupan
setiap sering melakukan perbuatan hukum terutama dalam hal melakukan

perjanjian. Untuk diketahui sesuai dengan “Pasal 1313 KUHPerdata

eberapa ahli
ana sesuatu
@ dimana setiap
i berdasarkan

sebagai suatu

Aspek hukum perdata merupakan the rule of life. Artinya cakupan hukum
perdata hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan. Bidang hukum perikatan
merupakan salah satu cakupan hukum perdata yang berkembang mengikuti

perkembangan zaman. Setiap ikatan yang dilakukan oleh setiap orang yang

berhubungan untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu untuk menjalankan
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suatu prestasi merupakan suatu bentuk perikatan. (Ricardo, 2006: 24-25) Ada

empat unsur penting yang ada dalam perikatan yaitu :

1. Adanya ikatan di dalam hubungan para pihak yang berjanji dan

yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah peristiwa yang konkrit.
Berdasarkan hal ini diketahui objek suatu perikatan belumlah jelas, akan tetapi
dalam suatu perjanjian objeknya telah nyata.Perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, diaman dua orang itu saling
berjanji untuk melakukan suatu hal.(Hernoko, 2008: 1) Dalam melakukan

suatu perjanjian, para pihak wajib mengacu pada syarat sah perjanjian yakni, :
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1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

anyak orang,
irnya suatu
erjanjian atau
adanya unsur
ban dari pihak-
perjanjian itu
yang meliputi

diperjanjikan,

demi hukum (dalam hal tidak terp nya unsur objektif) dengan pengertian
bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksanakan
pelaksanaannya.(Widjaja, 2003: 94)

Dalam definisi perikatan disebutkan bahwa debitor diwajibkan
melakukan atau menyerahkan sesuatu dan kreditor berhak untuk menuntut

sesuatu. Sesuatu yang disebut adalah objek perikatan (voorwerp ener

verbintenis) atau prestasi. Dengan kata lain prestasi adalah maksud suatu
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perikatan. Wirjono Prodjdikoro menyebutkan bahwasanya ‘“Perjanjian adalah
suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak,

dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan

11)

kepentingan

asil prestasi

ita menyatakan
ihak yang satu

enikmatan dari

kontraprestasi. Dikarenakan dalam™ pelaksanaannya terjadi hubungan yang
saling membutuhkan satu dengan lainnya, dimana yang satu pihak
menyerahkan haknya dan yang satu pihak lagi harus menjalankan
kewajibannya. Kata sewa memiliki arti dimana adanya pemakaian suatu barang
dengan adanya pembayaran atas pemakaiannya. Sedangkan menyewa

merupakan tindakan memakai suatu barang yang akan disewakan.

10
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Selanjutnya Wiryono Projodikoro juga menyatakan, sewa menyewa
terhadap barang merupakan bentuk serah terima diantara para pihak yaitu

diantara pemilik sewa dengan penyewa yang memiliki persyaratan adanya

barang yang dimiliki

\.\\‘ .. )

berbadan hukum yang mempunyal kecakapan bertindak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sehingga setiap perbuatan dapat menimbulkan suatu
akibat hukum.

Sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian sewa-menyewa maka sudah

terlihat bahwasanya subjek hukum yang melaksanakannya yaitu orang sebagai

pemilik suatu barang dan orang yang akan menyewa. Dimana subjek tersebut

11
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juga mempunyai prestasi setelah adanya pemberian suatu prestasi dari salah

satu pihak yaitu berbentuk pembayaran. Sedangkan dilain pihak memiliki hak

untuk menikmati yang telah dibayarkannya kepada pemilik untuk

dimiliki kepada orang yang akan menyewakannya. Suatu hal disini dapat
berupa barang ataupun benda yang kekuasaannya dimiliki oleh si
pemilik.(Hay, 1994: 91)

Tindakan menyerahkan suatu barang terhadap seseorang dengan adanya
ketentuan untuk melakukan pemungutan yang berbentuk uang ats pemakaian

barang yang dimiliki oleh si pemilik sewa dapat dikatakan sebagai tindakan

12
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sewa menyewa. Sehingga dalam tindakan tersebut memiliki unsur-unsur dalam

pengertiannya yaitu:

a. Seseorang atau lebih yang melakukan pengikatan

).

£\ 3 Lo
Ay

€gas mengenai  bentuk

dilakukan secara tertulis, disebabkan diperbolehkan dilakukan secara lisan.
Tetapi di kalangan masyarakat pada saat sekarang sering melakukannya
dengan tertulis, hal ini bertujuan demi terwujudnya kepastian terhadap hukum
diantara pihak-pihak yang melaksanakanya. Dengan bentuk itu maka bisa

mempermudah diketahuinya yang menjadi kepentingan yang dimiliki oleh

13
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pemilik ataupun penyewa barang baik mengenai hak suatu barang dan batasan
waktu penyewaannya.

Pada dasarnya setiap usaha yang akan dilakukan pastinya tidak menutup

peristiwaye ac ahan s @ enimpa barang
yang menja ek perjanjian. Pada da amnya an Mibebankan ketika

terjadinya'Suattl kesale ' SNa | flingga merugikan

diakibatkan benda yang menjadi objek perikatakan tidak dapat
dipergunakan lagi. Sebagaimana dijelaskan pada “Pasal 1553
KUHPerdata yang menyatakan, jika selama waktu sewa menyewa,
barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian

yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi

hukum”.

14
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b. Musnah tidak keseluruhan atau sebagian.
Dalam hal ini objek perikatakan hanya sebagian mengalami kerusakan

sehingga masih bisa untuk dipergunakan.Namun si penyewa dapat

pembaya
Kemudiad Erjanjian sewa

menyewa Uin lisan, hal ini

‘Q\\‘%\‘#l\'ita\

3

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Rejosari Menurut Undang-
Undang No. 20 Tahun 2011 Di Kota Pekanbaru. Dimana hasil penelitian
menyatakan pelaksanaan sewa menyewa rusunawa rejosari antara pengelola
dengan penyewa timbul dikarenakan kesepakatan antara kedua belah pihak,
sehingga menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak, pelaksanaan

perjanjian yang dilakukan penghuni tidak sesuai dengan yang diperjanjikan,

15
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banyak yang telat dalam membayar uang sewa, penghuni tidak peduli dengan
kebersihan lingkungan dan penghuni meninggalkan hunian tanpa
sepengetahuan pengelola. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam

agelola karena telah

\E;"

N

4
6 ﬂ[]
=]
[
s
v
&

tidak seimbang antara penyewa dengan pemilik alat berat karena penyewa
masih terlihat lemah di dalam perjanjian, yang dapat dibuktikan dari biaya
yang telah ditetapkan dalam perjanjian dapat berubah dikarenakan alasan
tertentu dan kerugian waktu dikarenakan alat berat tidak dapat beekrja atau
difungsikan yang disebabkan faktor cuaca tidak akan diganti, dan penyelesaian

hukum terhadap kelalaian penyewa dalam perjanjian sewa menyewa adalah

16



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

dengan melakukan penarikan terahdap alat berat tanpa pemberitahuan dan
sewa tetap berjalan meskipun alat tidak dapat bekerja hingga penyewa dapat
melunasi keterlambatan pembayaran. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan
it ihat.da
<@ty N
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pk-pihak dalam
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sengketa wanprestasi ditempuh dengan jalan musyawarah tidak dilakukan
dengan pengajuan gugatan kepengadilan dengan mengutamakan sifat

kekeluargaan. (Nur Fadila, 2018: 93)

17
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E. Konsep Operasional
Agar tidak terjadi salah untuk mengartikan penelitian yang penulis
lakukan, maka adag

_batasan terhadap yang diteliti, yaitu dapat diketahui

yang dilakukan
antara pe 2 ; va te gatu barangbaik yang bergerak

n menyerahkan

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan penulis lakukan mempergunakan jenis yaitu
observational research atau survey. Penelitian ini yaitu penelitian yang
dilaksanakan laNgsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk
mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. (Syafrinaldi,

2017: 14)

18
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Kemudian penelitian ini  bersifat deskriptif, dimana penulis
menggambarkan permasalahan dengan terang serta serinci mungkin tentang

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara

Antara PT Sg \ ara iga Mutiara Indah.

merupakan seseorang yang aka ubjek penelitian.

Adapun yang menjadi para pihak sebagai subjek yang akan diteliti yakni

sebagai berikut:

19
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Tabel 1.1
Populasi dan Responden
No Klasifikasi Responden Populasi

ik "sensus",

penelitian ini

Vlenyewa Kapal Dalam

Pengangkutan B3 ara PT Senapati Segara Nusantara
Dengan PT Tiga Mutiara Indah
b. Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa

Kapal Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara

Nusantara Dengan PT Tiga Mutiara Indah.

20
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2. Data Sekunder, ialah data yang dihasilkan dari berbagai literatur atau

buku-buku serta aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku yang

bertujuan untuk mendukung data primer, yakni:

A sebagai alat
ekanisme yang

penulis jalankan Ia 2 subje c ggunakan soal

maka penulis sajikan dalam setelah data disajikan maka penulis
bandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para
sarjana.

Untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu

data yang diperoleh bersifat khusus dikaitkan dengan pandangan pakar, teori

dan perundang-undangan yang bersifat umum.

21
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BAB I

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ang Perjanjian

banyak pihak

sama, dalam

iSi suatu perjanjian tersebut ba gh diatur dalam peraturan perundang-
undangan maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu
kepentingan oleh beberapa orang untuk sesuatu hal. Perjanjian pada dasarnya
melahirkan suatu perikatan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan
perundang-undangan. (Dahlan, 2000: 11) Hal ini dalam artian setiap perjanjian

yang sudah mendapatkan kesepakatan diantara para pihak akan dijadikan

22
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ketentuan hukum sebagai pengatur kedua belah pihak dan menajdi pengikat.
Pada dasarnya banyak orang melakukan perikatan dalam suatu perjanjian

dikarenakan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingannya dan jika

aterselesaikan sesuai

suatu peff) Jengs atu ata i me pAdirinya terhadap

satu oran

yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian dalam arti sempit lebih ditujukan
terhadap hubungan hukum seperti dalam Buku 111 B.W.

Sebagai aturan umum maka ketentuan tersebut juga membuat para ahli
memberikan pengertian terhadap perjanjian. Dimana ada yang menyebutkan
perjanjian merupakan bagian dari lingkup kekayaan yang dimiliki oleh

seseorang yang memiliki kepentingan untuk bersedia menyerahkannya kepada

23
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pihak lain untuk menjalankan kepentingannya. Dimana pihak yang
melaksanakan berjanji dapat melaksanakan kepentingan dari pihak yang

memiliki kekyaan tersebut. (Muhammad, 2008: 102)

engenai perjanjian

Sl LSS ¥

pihak befjg

menjalan

perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Jika suatu
hubungan yang terjalin didasarkan kepada kehendak diantaranya para pihak yang
disepakati dalam pelaksanaan perjanjian, jelas pihak-pihak itu sudah menerapkan

suatu asas yaitu kebebasan untuk melakukan perjanjian.
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Hans Kelsen berpendapat, “Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak
di mana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para

pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua

Onomi_yan da para pihak dimana

9 i U .“
88 ol

)07: 203-205)
a perbuatan”
mengand em at K Ikart IFperaturan semata,
seperti

seperangkat

Tidak mungkin

Dalam hukum terdapat perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Sebab
Bahasa perikatan luas dibanding perjanjian. Perikatan bukan hanya soal perihal
adanya suatu hubungan yang terwujud dari perjanjian tetapi juga persetjuan
yang lahir dari suatu ketentuan UU. Untuk diketahui “Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan pengertian perjanjian yaitu:

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat
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dirinya kepada satu orang laim atau lebih”. Maksud pengertian tersebut bahwa
susunan perkataan dimana berisi mengenai janji untuk menyanggupi sesuatu
hal oleh seseorang dapat dikatakan sebagai perjanjian. Namun menurut R.

erikan oleh ketentuan

. qzsmmasm;%

44

berssifat luas. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu kelemahan tujuan dari
ketentuan itu. Berikut dapat dijelaskan kelemahannya yang diuraikan dari
unsur pendukungnya yakni:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Perumusan ikatan diantara “satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, dapat dinilai hanya
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bersifat sepihak saja tanpa ada sifat yang timbal balik atas suatu
keadaan yang dilaksanakan.

Padahal perjanjian seharusnya dilakukan berdasarkan ikatan

menjalankan hal apa sebenarnya. Dikarenakan tujuannya tidak
terumuskan dengan baik.
Sehingga menurut R. Setiawan kelemahannya aturan tersebut masih

bisa untuk diperbaiki yakni:
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1) “Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu

perbutan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih”. Pada dasarnya perikatan memiliki aturan dasar yang
dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sehingga substansi perjanjian itu
pada dasarnya juga melekat kekuatan bagi para pihak yang menjalankannya.

(Dahlan, 2000: 11)
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Ketentuan dalam perjanjian pada dasarnya dilaksanakan dengan asas

yaitu keterbukaan dan kebebasan bagi yang membentuknya. Keterbukaan ini

diartikan dimana setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan setiap

mereka yang membuatnya”. (Dahlan, 2000: 14)

Peristiwa yang mana setiap orang berjanji terhadap orang lainnya untuk
menjalankan suatu kepentingan sehingga menimbulkan suatu ikatan maka bisa
dinyatakan sebagai bentuk dari perjanjian. (Subekti, 2002: 1) kemudian

berdasarkan “Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan, “perjanjian adalah suatu

persetujuan di mana dua orang atai lebih saling mengikatkan diri untuk
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melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (Muhammad A.

K., 1992: 78) Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu: (Raharjo, 2009: 46)

a. Essentialia

itu perjanjian tidak

‘ ‘ "}‘\“ .oa pdan barang

orang-orang untuk menjaminkan terlaksanannya suatu kepentingan dalam
perjanjian. Namun jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat sahnya maka
dimungkinkan dapat melemahkan hak dan kewajiban setiap orang yang

menjalankannya dengan artian tidak adanya jaminan hukum.
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Ketentuan seorang manusia maupun kelompok harus bertindak dan
berbuat yang merupakan bagian dari hukum materil. Hukum materil yang

khususnya hukum perdata mengatur tentang perjanjian. (Rahardjo, 2000: 73)

Pelaksanaan pe il d ara diam-diam tanpa

“ materi dPDal.BE ;%
Sl LSS S 3 Mot )

a i, Perjanjian
® verbintenis).
am hal tidak
stlatu perjanjian,
sudah dipenuhi
i atas dasar tak

ir. Perjanjian

. Perjanjian pokokdan perjanjian ikutan/tambahan(hoofden bijofaccessoire
vernintenis).

d. Perjanjian dengan syarat (voorwaardelijke verbintenis) ialah perjanjian

hukum antara 2 pihak atau lebih yang akan menjadi perjanjian atau

mungkin pula kejadian itu membatalkan sebuah perjanjian ialah syarat

pembatalan.
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e. Perjanjian dengan syarat waktu ialah perjanjian para pihak pasti akan

ada,hanya tidak diketahui kapan.

f. Perjanjian tanggung-menanggung (solidair, hoomelijke) ialah perjanjian

dapat digolongkan dalam Keadaan kesesuaian dalam pernytaan yang
dikehendaki yakni:

a. “Bahasa yang sempurna dan tertulis;

b. Bahasa yang sempurna secara lisan;

c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak

lawan;

32



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh

pihak lawan”.

bagi yang

Untuk menjalankan perjanjian maka harus mempunyai objek
yang akan dijanjikan dengan jelas maksud dan tujuannya sehingga
menghasilkan suatu prestasi yang meliputi hak serta kewajiban para

pihak.
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4. Suatu sebab yang halal
Perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentang dengan

ketentuan hukum dan norma hukum yang berlaku, sehingga perjanjian

sesuai dengan

harus dijalankan seS# ang disepakati, seperti dijelaskan
“Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas ini menjadi pedoman bagi setiap orang yang akan melakukan
perjanjian, dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk

melakukan perbuatan hukum, serta mempunyai kebebasan untuk
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menentukan jalannya perjanjian itu sendiri tanpa ada paskaaan dari
pihak manapun, asalkan perbuatan hukum itu tidak bertentang dengan

undang-undang. (Prodjodikoro, 2002: 5)

askan mengenal asas-

\\\‘ .’ )

m perjanjian
setelah kita
gan asas-asas

asas-asas ini

yang berlaku maka perjanjian tersbeut sudah memberikan pengikatans
ecara hukum bagi kedua belah pihak. Sehingga kebebasan yang
menjadi suatu asas dalam perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu
asas yang penting dalam pembentukannya. (Badrulzaman, 2001: 13)

Kemudian beliau juga menjelaskan juga bahwanya meskipun

kebebasan merupakan hal yang perlu ada dalam pelaksanaannya,
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tetapi  bebas  tersebut tidak dijalankan  tanpa  adanya
pertanggungjawaban, dikarenakan bebas bukan berarti lari dari

tanggung jawab. Hal ini dikarenakan kebebasan dibuat demi

a.

pilihannya dengan‘menjalanka menawar hingga menghasilkan
posisi yang sama.
2. Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini ialah setiap pihak memiliki kehendak untuk
mengikatkan dirinya satu sama lainnya. kehendak ini didasarkan
kepada kesepakatan yang tetap berdasarkan nilai moral. Asas ini juga

memiliki kaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana
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dijelaskan “Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang — undang

bagi mereka yang membuatnya”.

5. Asas Persamaan Hukum
Maksud dari asas tersebut ialah dimana setiap orang mempunyai
kedudukan yang seimbang untuk melaksanakan suatu perjanjiaj.
Disetiap orang tersebut tidak ada yang membedakannya sehingga
dengan adanya asas persamaan ini maka dikehendaki setiap orang

saling menghargai dan menghormati setiap kedudukannya.
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6. Asas Keseimbangan
Keseimbangan ini pada intinya menghendaki setiap pihak mempuyai

kedudukan yang sama, dimana satu pihak dapat memintakan

‘ il ‘ Rak lain pun dapat
‘ ‘!“‘ .@a ibpihak lain.

memiliki

punyai suatu

dilaksanakan

lainnya.
9. Asas Kebiasaan
Berdasarkan ketentuan “Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan,
bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu
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yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan

dan undang-undang”.

“sewa menyewa ad > dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya e nberikan kepada pihak lainnya
kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan
pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi
pembayarannya.”

Berdasarkan pada pengertian sewa menyewa menurut peraturan
perundang-undangan tersebut, dalam perjanjian sewa menyewa terdapat
klausul perikatan didalamnya. Sewa menyewa sebagai perjanjian kosensuil

(yang berarti ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai
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unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga) yang dibuat secara tertulis

dalam bentuk akta harus memenuhi syarat-syarat dalam suatu akta perjanjian

yang terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut : (Subekti, 2002: 90)

perundang-undangan dan kebiasaan.Oleh sebab itu kalau para pihak tidak
mengatur syarat naturalia dalam perjanjian, maka yang berlaku ialah yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan.Tanpa ada syarat
naturalia dalam perjanjian, perjanjian itu tetap sah dan tidak cacat.Sedangkan
mengenai syarat aksidentalia adalah merupakan syarat-syarat yang bersifat

khusus.Syarat aksidentalia ini biasanya tidak mutlak dan tidak biasa, tetapi
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apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat dalam akta bisa
dicantumkan dalam akta.

Sewa-menyewa adalah suatu proses penyewaan atas suatu barang atau

benda yang -' 3 i ewakan dan barang

‘ ‘ ‘ ““‘ .ea : suatu

yang membutuhkan barang tersebut

b. Unsur pendukung,
Unsur yang dimaksud ini berupa barang, harga, dan jangka waktu.
Dimana unsur tersebut merupakan unsur utama yang harus dimiliki

dalam pelaksanaan perjanjian.

41



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

. Kewajiban Pi

c. Penyerahan kenikmatan
Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk

menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut,

perjanj

dilakuka
Tetapi melakukannya
dengan t prhadap hukum

diantara itu maka bisa

HRAERALIEY

-

memper aflg dimiliki oleh

pemilik at ang dan batasan

waktu pen

AL
<

Berdasarkan ke ank P A HPerdata, maka pihak yang
menyewakan memiliki kewajTe

a. “Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;

b. Memelihara barang yang disewakan dengan baik;

c. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan mengenakan
barang yang disewa dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa-
menyewa;

d. Menanggung segala kekurangan dari barang yang disewakan yang
dapat merintangi pemakaian barang itu, walaupun pihak yang
menyewakan tidak mengetahui sejak perjanjian sewa dibuat;

e. Mengganti kerugian akibat cacadnya barang sewa;

f. Tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun
tataan barang yang disewakan”.
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Pihak yang memiliki barang yang akan disewakan akan memberikan
kenikmatan dan ketenteraman kepada si penyewa, hal ini bertujuan agar

penyewa bisa menggunakannya dengan baik, serta selama penyewaan berjalan

apabila terjadi akan mengetahui dan

3 ggori ringan

Keln,
yang diberikan

isebabkan oleh
didalam rumah

atau benda yang disewanya { glengan yang akan digunakannya atau
tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya ditambah lagi bisa mengakibatkan
timbulnya kerugian maka sudah selayaknya penyewa bisa membatalkan sewa-
menyewa Yyang telah diperjanjikannya tersebut. Disebabkan dalam

melaksanakan sewa-menyewa juga harus mempertimbangkan akibat untuk

digunakan oleh penyewa.
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4. Resiko Perjanjian Sewa Menyewa
Resiko merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang menjadi beban

yang harus dipikul atas adanya kerugian atas barang atau benda atas terjadinya

tidak dapat saling menuntut.
b. Apabila barang yang disewa telah musnah namun dalam kejadian
tersebut barang yang disewa masih ada yang bisa digunakan maka

pihak penyewa masih memiliki hak untuk mengambilnya.
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c. Pihak penyewa bisa meminta kepad apihak yang menyewakan barang

untuk mengurangi harga sewa sesuai dengan musnahnya barang yang

disewa.

an pembatalan oleh

“Vvnaet “

D
‘o

enyewa, bisa

sy

ALV

mengindahkan tengQang g waktu yang diharuskan menurut
kebiasaan setempat”. Sehingga waktu menajdi salah satu ketentuan
berakhirnya suatu perjanjian.

b. Satu pihak memutuskan perjanjian sewa-menyewa.
Sesuai dengan Pasal 1576 ayat (1) KUHPerdata, “dengan dijualnya
barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya,

tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu
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menyewakan barang”. Dalam artian bahwasanya hubungan yang
terikat tidaklah putus namun hak dari sewa yang putus. Selanjutnya

“Pasal 1575 KUHPerdata, perjanjian sewa-menyewa tidak sekali-

ingg menyewakan maupun

R “,

gstus 2016 dan

sebagai distributor, agent, port, dan menjalankan usaha-usaha
dibidang perdagangan yang berhubungan dengan kegiatan real estate dan
property, serta penyalur Bahan Bakar Minyak Tanah, solar dan gas, Penyalur
Bahan Bakar SPBU (Stasion Pengisian Bahan Bakar). Disamping itu PT.
Senapati Segara Nusantara, juga mencoba untuk melakukan kegiatan usaha

agar dapat melayani kebutuhan pelanggan kami dibidang Pertanian, Perikanan
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dan kehutanan, yang mana diwujudkan dalam bentuk industri pengolahan
kayu, tembakau, produk dari batu bara.

Untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan yang telah banyak

melakukan -‘ gara Nusantara juga

‘ “\““ ..a g angkutan,

Batu bara merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat berguna bagi
kepentingan energy dunia. Untuk itu mari memanfaatkan kekayaa alam dari
pemberian tuhan dengan sebaik-baiknya, guna meningkatkan kesejahteraan
semua dengan menggabungkan aspek komersial dan aspek social

kemasyarakatan usaha dan perusahaan dalam jangka panjang.

47



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

PT Tiga Mutiara Indah memiliki visi yaitu menjadi perusaan
perdagangan batu bara dan pertambangan yang diakui efektifitas dalam

pengelolaan dan pemasaran hasil tambang untuk manfaat terbaik bagi seluruh
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan B Pengangkutan Batu

‘ ‘ “ i‘mﬁ t" . Tiga Mutiara

Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah uang sewa
yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa yaitu sebesar Rp. 712.500.000,-
(tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara
Indahyang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa

berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara yang
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dilakukan PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah
dimana uang sewa harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 712.500.000,-(tujuh

ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

anjian tersebut sesuai

génya kepastian,
mewujudkan
ahulu sebelum
kan, sehingga
@boleh dilakukan

serta me all CNS a Qre D ertentangan atau

informasi. Dalam kegiatan sewa menyewa transportasi laut terlebih dahulu
mengadakan suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.
Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkutan dengan

suatu pihak kedua (penumpang, pemilik barang, pengirim barang ataupun

penerima barang).
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Dalam perjanjian ini pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut
orang atau barang ke suatu tempat dengan selamat, dan pengangkut akan

memperoleh imbalan dari pihak kedua berupa upah pengangkutan. Sifat dasar

LS o N

ampuran (jasa dan
jiban untuk

perjanjian

pihak dalam
lesaikan suatu
angkut perihal

pelaksanaannya

16 menyatakan

Berdasarkan wawancara ektur PT Senapati Segara Nusantara
yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa pelaksanaan
perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara antara PT
Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dalam
melaksanakan sewa menyewa kapal yang terikat dengan perjanjian sudah

sering mengalami wanprestasi atas apa yang telah menjadi kesepakatan,

dimana setelah batu bara yang diangkut sampai pada tujuan namun
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pembayaran uang sewa kapal belum dilunasi secara keseluruhan oleh penyewa

kapal, sehingga mengakibatkan batu bara tidak dapat dilakukan bongkar muat.

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara

jika dilaksanakan sebaliknya maka sudah apsti akan menimbulkan suatu
dampak negative. serta akan menimbulkan suatu masalah ataupun
persengketaan. (Prodjodikoro, 2002: 102)

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Senapati Segara Nusantara
yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa berapa lama

waktu pengangkutan batu bara yang baik dari pemuatan dan pembongkaran
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yang disepakati adalah waktu yang disepakati dalam hal pemuatan dan
pembongkaran yaitu selama 8 hari.

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara

v\’

ngga itikad ini
dengan yang
mbulkan suatu
akibat di

akan berhé

gﬁ%\\%\%‘\

2N

dapat dinya
pihak. Oleh ¢

perjanjian.

beritikad baik dalam menjalankan™ suatu perjanjian baik sebelum maupun
sesudah perjanjian disiapkan tidak lain adalah agar setiap kepentingan yang
menjadi kewajiban dari salah satu pihak dapat dijalankan sebaik mungkin
sehingga bisa memberikan suatu keadilan bagi pihak lainnya. Pada dasarnya

hubungan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian didasari oleh
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adanya kata sepakat dari masing-masing pihak sehingga perjanjian tersebut
memiliki kedudukan yang sama.

Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

terutama berd !

£ 1 TEES Ml

aka hubungan yang

&y ) an hukum

hanya mengcover objek batubara yang gagal terkirim dikarenakan insiden
seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi tidak mengkover denda
keterlambatan pengiriman. Tetapi denda keterlambatan ini hanya diberikan
kepada pihak kapal saja namun pihak penyewa kapal tidak ada dikenakan
apabila melangar perjanjian dalam pembayaran sewa menyewa kapal.

Sehingga perjanjian hal ini tidak ada menetapkan sanksi terhadap
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keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan denda hanya diberikan kepada
pihak kapal jika barang yang diangkut mengalami keterlambatan atau bongkar

muat

PT Tiga Mutiara

“Vapmanan® %

keterlambatan

ada diberikan

AN

Amtagy

oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat
tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka
harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau
lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka

hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya
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somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat

proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat

atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si

Pada dasarnya untuk menerapkan itikad baik dalam suatu tindakan
tidaklah mudah dikarenakan membutuhkan rasa kesadaran diri yang tinggi
untuk menerapkannya. Disebabakan tidak semua orang memiliki sifat yang ada
itikad baik untuk menjalankan suatu ikatan. hal ini ditandai ketika adanya suatu
perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati

sebelumnya. Sebagaimana Sutan Remy Sjahdeini menyatakan pendapatnya
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yaitu “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk

tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”.

(Sjahdeini, 2003: 112)

D itikad baik dalam

sehingga sebagai suatu perbuatan hukum maka dapat dilaksanakan dengan
lisan ataupun dinyatakan dengan tulisan sebagai tujuan memberikan kepastian
kedudukan diantara penyewa dan pemberi sewa. Jika dibuat dalam bentuk
tertulis maka akan timbul suatu gambaran bahwa kedudukan penyewa lemah

dibandingkan dengan pemberi sewa, disebabkan pastinya isi perjanjian telah
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disusun terlebih dahulu oleh pemebri sewa. Dengan kata lain penyewa hanya
bisa menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah terkonsep tersebut.

Ketentuan hukum perjanjian memberikan penegasan suatu kebebasan

kebebasan dalam

cbut maka

memberikan suatu kesuksesan dalam pembentukan perjanjian, dimana jika
dapat dilaksanakan sebagaimana itikad tersebut maka perjanjian akan
terlaksana sesuai dengan kehendak yang diinginkan salah satu pihak. Tetapi
itikad baik bukan hanya diperuntukkan sepihak saja melainkan haruslah

dijalankan.
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Perjanjian yang dilakukan dalam penangkutan haruslah dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab, dikarenakan untuk melaksanakannya maka

pihak-pihak memiliki beban yang akan dipikul masing-masing pihak.

disepakati.

yang telah

melangg n vya dilak ake ada

pertang

. Adanya suatu kesalahan"yang memiliki kesengajaan ataupun tidak
memiliki kesengajaan dari seseorang namun kesalahan tersebut
tetap menjadi tanggung jawabnya.

Jadi berdasarkan bentuk pertanggungjawaban tersebut maka jika
dikaitkan dengan adanya itikad baik maka dapat dinyatakan ketika seseorang

yang melanggar segaal bentuk kesepakatan maka dengan penuh kesadaran
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maka seseorang tersebut haruslah beritikad baik untuk menjalankan dan
menerima segala sesuatu atas tuntutan yang akan diberikan oleh orang lain

kepadanya.

<V

‘W

nya. Menurut

Ikum itu ialah

bersama. 8 { i sini adalah huku ang merupakan

realisasi

mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai
dengan dimasukkan nya prinsip-prinsip keadilan dalam perturan hidup
bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan

realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.
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Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang
semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka

masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efesiendan efektif. Dari

n dan efektif inilah

enegosiasi atau

pihak tersebut.

emiliki kebebasan

pula dalam ma ‘ aike bentuk dan

tersebut tentu mempunyai asas-asaS hukum. Dimana asas tersebut dijadikan
pandangan untuk mengadakan suatu perjanjian. Setiap ikatan yang mengikat
pihak yang satu dengan pihak lainnya didasarkan dengan adanya pelaksanaan
suatu kepentingan yang menimbulkan suatu akibat hukum bagi mereka, dimana
akibat tersebut adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang menjadi

kesepakatan awal. Atas ikatan tersebut maka setiap pihak melakukan hak dan
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kewajibannya masing-masing, dimana yang satu pihak melaksanakan

kepentingan yang diserahkan kepadannya dan dilain pihak memberikan

jaminan atas yang akan diterimannya tersebut.

§stivva dimana berjanji

‘\“‘ .e janji untuk

membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian
itu memenuhi syarat-svarat pokok.(Muhammad, 2002: 95)

Setiap orang tidak bisa jauh dari suatu tindakan pengikatan suatu
hubungan dengan pihak lain yaitu perjanjian. Perikatan yang timbul dari suatu
perjanjian tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Sehingga siapapun

orang yang akan melakukan perikatan maka harus didasarkan dengan
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ketentuan hukum. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi ketentuan hukum,

sehingga setiap perikatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan pihak lain

harus tetap didasarkan kepada aturan yang berlaku di Indonesia.

LU

*\‘h\"\%\?ﬁ\:

.

bongkar muat batu bara telah dilakukan, kemudian adanya keterlambatan kapal
sebagaimana yang ditentukan waktu pemuatan dan pembongkaran yaitu selama
8 hari namun dikarenakan adanya faktor cuaca kapal mengalami
keterlambatan, dan tidak berjalannya sanksi denda tas keterlambatan bongkar

muat batu bara dikarenakan denda yang dikenakan 25 juta per hari sebagai

bentuk asuransi yang mengcover objek batubara yang gagal terkirim
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dikarenakan insiden seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi tidak

mengkover denda keterlambatan pengiriman.

. Hambatan Di 2 £s9 n_Re 2 a Menyewa Kapal

gara Nusantara

pdari kegiatan
pan manusia
upan manusia
yang mage antie 1 all. Bahkan salah
satu baromiete : ajuan kehi Der At Sllatu masyarakat
| - T .
adalah Krmpajuan, d 2 ang pAteknologi  yang

kutan. (Purba,

persetujuan. Persetujuan menjadl’ dasar dalam membentuk perjanjian.
Persetujuan yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan
dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak
yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya
tidak perlu berbentuk tulisan, tetapi tidak ada orang yang dapat digugat karena

pelanggaran yang dijanjikan dalam hal tanpa ada bukti tertulis.Penyerahan
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barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah

dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika

salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

kebebasan untuk

4* Ltl‘ rsama. Debitur
ity fenal prestasi berupa
KUHPerdata).

kekayaannya di

batu bara antara PT Senapati Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah
adalah dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari penyewa kapal dalam
melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan serta adanya keterlambatan
kapal, dimana kapal telat disebabkan adanya banyak factor, seperti: Cuaca

eksrem, badai, gelombang tinggi, Factor teknis permasalahan mesin kapal,
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Insiden sesama kapal tongkang di sungai ataupun laut sehingga batu bara yang
diangkut terkadang ada mengalami keterlambatan.

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara

Dengan PT
esuai dengan

alami masalah

AnNAL

anany

aspek seharusnya atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan
tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi
manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang
bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
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masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

individu.Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

kepastian hukum.

sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hokum diidentikkan dengan perundang-
undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang
belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal
olehperkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum

perlu memperhatikan kenyataan hokum yang berlaku.
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Jika diperhatikan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari pihak yang
menyewakan dengan pihak yang menyewa, maka pihak yang menyewakan

memiliki kewajiban dalam penyelesaian kegiatan pengangkutan sebagaimana

yang sudah ' dian penyewa kapal

‘ ‘ “““ .ea Sehingga

sangat penting
kesatuan dan

Silitasi interaksi

&

a ' ¢
Suatu perjanjian . gan artinya tidak bertentangan
dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada
umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari
kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-
undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk

memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku 11l KUHPerdata

tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas
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kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya
untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH

Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan

untuk memb ‘ ‘ agi para pihak yang
r!, ‘ ‘D““ .oa ditentukan,
ele pda jian kredit

piha maka

iin\%o

AR AN

tidak dapat
itu ada, tidak

satu puniip

tertentu,

Segala bentuk mengupayakan suatu penyelesaian suatu permasalahan
merupakan suatu tanggung jawab para pihak. Dimana Setiap orang dalam
menjalankan kegiatannya maka juga harus memiliki suatu tanggung jawab.
bertanggung jawab adalah suatu sikap yang wajib dipikul oleh seseorang yang
telah melakukan sesuai hal yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu

tanggung jawab juga dkatakan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan
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untuk menanggung segala sesuatu yang telah diakibatkannya atas suatu
perbuata yang telah terjadi. Pada dasarnya tanggung jawab yang akan diberikan

kepada seseorang merupakan bentuk sikap sadar dari orang lain bahwasanya

kerugian. Tindakan

et
““‘ .’ gsadari sama

PT Senapati Segara Nusantara
yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa
penyelesaian terhadap perselisihan pembayaran sewa sewa menyewa kapal
adalah akan diselesaikan secara musyawarah bersama, namun apabila tidak
terdapat persetujuan, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan di

pengadilan negeri wilayah hukum yang telah disepakati
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Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Tiga Mutiara
Indahyang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa

penyelesaian terhadap perselisihan pembayaran sewa sewa menyewa kapal

atau saling dilakukan

S Nnagnatt 'gg

tidak me

salah sat

bersama.

para pihak untuk menjalankan perjanjian tersbeut dengan sebaik mungkin,

dikarenakan dimungkinkan seseorang atau salah satu pihak akan melanggar
perjanjian yang menjadi kesepakatan diantara mereka. Jika perjanjian yang
tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka perjanjian tersebut termasuk
kedalam suatu ikatan yang merumuskan timbulnya suatu perbuatan ingkar

janji, sehingga perbuatan ingkar janji itudapat dikatakans ebagai bentuk
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pelanggaran dari substansi yang menjadi ketetapan dilakukannya bagi pihak-
pihak.

Jadi ketika perjanjian yang dilakukan secara tertulis tidak dilakukan

mengik | Al pgoar maka akan

berakibatterhadap pe annya atz ; at yang baru dari

perjanji

Pertanggungjaws - , 7 menyebabkan
terjadinya Wwanprest NQe s all ganti rugi yang

merupakan¥se inangs : & Vo ir giiidalam ketentuan

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang
melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh
hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia

usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut

juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak
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dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada,
tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya.

Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dilakukan secara

-pihak karena pelanggaran

. A6 “
335 ) el 1
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab

et
&
»” o

p ,
janjian yang

' Usn¥ 5 rkan 50% pada

saat kapal tiba

pembayaran ini

@ telah dilakukan,

yang ditentukan

a 8 hari namun

bara dikarenakan denda yang dikenakan 25 juta per hari sebagai bentuk
asuransi yang mengcover objek batubara yang gagal terkirim
dikarenakan insiden seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi

tidak mengkover denda keterlambatan pengiriman.
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2. Hambatan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal

Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara PT Senapati Segara Nusantara

Dengan PT Tiga Mutiara Indah adalah dikarenakan kurangnya tanggung

Sebaiknya kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap
perjanjian sewa menyewa kapal dalam hal pemuatan batu bara
hendaknya menjalankan segala kewajiban yang melakat kepadanya

atas pelanggaran yang telah dibuat.
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Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang saat ini

sedang dalam p 0 ir yang merupakan

‘ ‘ F\\\“ .tw engan judul

penelitian ini
dengan mel AWa _ Ba NQ4d diiyfaan-pertanyaan

tersebut dibawwahini dan atas kerjasama yang Bapak , saya ucapkan

kapal dalam

dengan PT Tiga Mutiara Indah’

3. Menurut Bapak/Ibu, berapa lama waktu pengangkutan batu bara yang baik
dari pemuatan dan pembongkaran yang disepakati?

4. Menurut Bapak/IBu, bagaimana denda ketrelambatan bagi para pihak

dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan

kapal?
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5. Menurut Bapak/IBu, apa hambatan di dalam melaksanakan perjanjian

sewa menyewa kapal dalam pengangkutan batu bara antara PT Senapati

Segara Nusantara dengan PT Tiga Mutiara Indah?

DN disay yepepe jur udwnyoq
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